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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Konsep 

2.1.1 Konsep Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan ilmu terapan (applied science) Ilmu sosial-ilmu 

administrasi-ilmu kepemimpinan. Kepemimpinan pada hakikatnya memberikan 

pemahaman/pengertian dan penafsiran yang luas terhadap perilaku pemimpin serta 

pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang dapat dilakukan oleh 

pemimpin. 

Pengertian pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok dua orang atau 

lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah 

kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi 

pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Pemimpin terdiri dari pemimpin formal (formal leader) 

dan pemimpin informal (informal leader). Pemimpin formal adalah seorang (pria 

atau Wanita) yang oleh organisasi tertentu (swasta atau pemerintah) ditunjuk 

(berdasarkan surat-surat keputusan pengangkatan dari organisasi yang 

bersangkutan) untuk memangku sesuatu jabatan dalam struktur organisasi yang ada 

dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai 

sasaran-sasaran organisasi tersebut yang ditetapkan sejak semula. 

Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang yang 

memimpin yang tergantung dari macam-macam factor, baik factor intern maupun 

factor ekstern. Kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang 
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mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun 

lebih rendah daripadanya dalam berpikir dan bertindak agar perilaku yang semula 

mungkin individualistic dan egosentrik berubah menjadi perilaku organisasional. 

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu 

pengantar (2012,212), menjelaskan pengertian kepemimpinan merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu kepemimpinan. Perbedaan 

antara kedudukan dan kepemimpinan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain 

dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.  

Menurut David Berry (2003,105), mendefenisikan kepemimpinan sebagai 

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan social 

tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari normanorma social 

dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemimpin itu ditentukan oleh norma 

norma didalam masyarakat. Dalam kepemimpinan itu terdapat dua harapan yaitu 

harapan yang dimiliki oleh si pemimpin terhadap masyarakat atau terhadap orang 

yang menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya. 
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Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap 

orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan kesempatan apa yang diberikan 

oleh masyarakat kepadanya.

Kepemimpinan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan 

karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. 

Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan 

harus dijalankan. Kepemimpinan timbul karena seseorang memahami bahwa ia 

bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk 

berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan 

mempunyai lingkungan yang berlainan. 

Menurut Purwadaminta (1976,161) dalam Kamus Bahasa Indonesia 

menyebutkan pengertian kepemimpinan sebagai berikut: pemimpinan adalah 

pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau 

pemain utama, pemimpin adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain 

dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang 

diberikan, kepemimpin adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.  

Mengenai kepemimpinan ini, selanjutnya Suharto (2006,32), mengemukakan 

beberapa dimensi kepemimpinan sebagai berikut: kepemimpinan sebagai suatu 

kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan 

suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan, kepemimpinan sebagai 
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strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa kepemimpinan merupakan strategi 

untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini 

didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada 

tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut 

memiliki kredibilitas, kepemimpinan sebagai alat komunikasi. Kepemimpinan 

didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa 

informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu 

pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga 

pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, 

guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible, kepemimpinan 

sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk 

mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari 

pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar 

pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta 

mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess), 

kepemimpinan sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya 

“mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan 

ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa 

diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.  

Kepemimpinan merupakan aspek yang dinanis dalam kedudukan (status) 

terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu kepemimpinan (Moejiarto, 

2007,37). Analisis terhadap perilaku kepemimpinan dapat dilakukan melalui tiga 



15 
 

 

pendekatan, yaitu ketentuan kepemimpinan, gambaran kepemimpinan dan harapan 

kepemimpinan. Ketentuan kepemimpinan adalah pernyataan formal dan terbuka 

tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. 

Gambaran kepemimpinan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara 

aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai 

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian kepemimpinan 

dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam 

pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang 

telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa peran kepemimpinan merupakan 

aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah 

kepemimpinan. Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh 

melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian 

bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Kencana, 2001,17), 

sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus 

(kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal 

(rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki 

(Muhadam, 2007,28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah 

jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Harbani, 2008,92). 

2.1.2 Teori Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

mempengaruhi orang-orang untuk bekerja mencapai tujuan dan sarana. Menurut 

Soekanto (2013, 247) kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang 
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untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku 

sebagaimana dikehendaki seorang pemimpin tersebut. 

Menurut Miftah Thoha (2011, 9) kepemimpinan adalah kegiatan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi manusia baik 

perorangan maupun kelompok. Menurut Stephen P. Robbins (2008, 49) 

kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna 

mencapai sebuah visi atau serangkaian tujuan yang ditetapkan. 

Kemudian, Menurut Yukl dalam Pasalong (2008, 4) kepemimpinan adalah 

peroses mempengaruhi, yang mempengaruhi proses interprestasi mengenai 

peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran bagi kelompok atau 

birokrasi perorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran, 

pemeliharaan hubungan kerja sama serta perolehan dukungan kerja sama dari 

orang-orang yang berada diluar kelompok. 

Menurut Kartono (2005, 13) menyatakan kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk memberikan pengaruh kelompok konstruktif kepada orang lain untuk 

melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang 

untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin di capai.  

Menurut Veitzhal Rival (2012, 53) kepemimpinan adalah kemampuan 

seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing 

tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut George R. Terry dalam 

bukunya Principle Of Management yang dialih bahasakan oleh Kartini Kartono 

(2015, 57) berkata kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar 

mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. 

Menurut Thoha (2009, 258) kepemimpinan terjadi bila seseorang 

mempengaruhi pengikutnya untuk menerima permintaannya tanpa adanya 

penggunaan kekuatan melalu kemampuan mempengaruhi sang pemimpin 

membentuk dan menggunakan kekuatan serta otoritas yang diterima dari 

pengikutnya. 



17 
 

 

Sebagaimana diungkapkan Sedarmayanti (2009, 119) bahwa kepemimpinan 

(leadership), adalah: 

1. Proses dalam mempengaruhi orang lain agar melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang diinginkan seorang pemimpin. Hubungan 

interaksi antar pengikut dengan pimpinan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

2. Proses mempengaruhi aktivitas/perilaku kelompok yang diorganisasikan 

kearah pencapaian tujuan. 

3. Proses memberi arti (pengarahan berarti) terhadap usaha kolektif dan 

menyebabkan adanya kesediaan untuk melakukan aktivitas/perilaku yang 

diinginkan untuk pencapaian sasarn. 

4. Proses mempengaruhi kegiatan individu/kelompok dalam usaha mencapai 

tujuan pada situasi tertentu. 

 

Berdasarkan definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa kepemimpinan 

merupakan cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan yang 

didalamnya terdapat interaksi memandu, menuntun, mengarahkan, membimbing 

untuk membuat orang lain bekerja dengan baik dengan karakteristik tertentu 

sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor keberhasilan seorang 

pemimpin salah satunya tergantung dengan Teknik kepemimpinan yang dilakukan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk 

pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemeritahan desa, 

disebutkan bahwa: “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa” tertinggi 

yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa 

diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa 

warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat 

dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 
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Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja 

menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya 

hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-

orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-

orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.  

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan 

strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi 

urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi 

pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentraliasi, sedangkan di desa 

tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung 

jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau 

melalui orang lain.  

Menurut Widjaja (2003,27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan 

sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di 

tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban 

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, 

memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Bamusdes, serta 

menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

masyarakat.  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas 

dan kewajiban: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan 
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pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada 

pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat 

desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban 

masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh 

lembaga desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukumnya, mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama 

BPD menetapkannya sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang 

hidup dan berkembang didesa bersangkutan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa 

mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan 

peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan 

mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan 

ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina 

perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, 

mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Menurut Widjaja (2003,28) Pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan 

Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan 
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Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari 

kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa. 

Aparatur Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan 

Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan pembangunan 

desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui 

musyawarah pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa 

menetapkan program, prioritas, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa 

atau APBD Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat 

desa. 

Menurut Sjafrizal (2016,15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya 

adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek 

geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, 

penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana 

yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, 

Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya. 

Pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa 

dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber 

daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan 

kepada pemerintah desa dan di integrasikan dengan rencana pembangunan desa. 
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Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan 

mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Definisi Pembangunan 

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses 

perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan 

norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan 

definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan 

bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu 

dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada 

suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan 

perubahan (Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007,15), untuk lebih jelasnya berikut ini 

disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli.  

Siagian (2008,21) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu 

usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan 

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju 

modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building), sedangkan Beratha 

(1991,36) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu 

proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara 

terencana”.  

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh 

system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan 
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teknologi, kelembagaan, dan budaya (Affandi, 1996,49). Portes (dalam Affandi, 

1996,50) mendefinisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan 

budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (dalam Affandi 

1996,50) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi 

ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju 

arah yang diinginkan.  

Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu 

usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat 

dalam jangka panjang (Bintoro, 1978,13), dengan demikian, proses pembangunan 

terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, 

yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari 

pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan 

diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan 

adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar 

dan terencana (Trijono Lambang, 2007,73). 

 Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada 

tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam 

pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan 

(extention education) dan pembangunan masyarakat (community development). Di 

tahun 1966 Joseph Di Franco membandingkan kedua macam pendekatan tersebut 

secara menyeluruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk organisasi dan prinsip-

prinsipnya. Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya 

dibandingkan perbedaannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua pendekatan 
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menginginkan perubahan perilaku dalam perilaku individu, pengembangan 

masyarakat secara langsung berkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal 

(daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok 

masyarakat (Daldjoeni, 2004,119).  

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap 

pembangunan. Siagian (2008,127), mendefiniskan pembangunan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. 

Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu: 

a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik 

individu maupun kelompok. 

b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, kemerataan 

dan kesejahteraan. 

c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk 

membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya 

kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, 

kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan. 

d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu 

dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan 

dan dihormati. 

Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembanunan untuk menghasilkan 

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan 
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tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di 

tingkat Pusat dan Daerah. 

Perencanaan Pembangunan dapat dilihat perbedanya dari segi jangka waktu 

rencana (Tjokrowinoto, 2007,75), yaitu: 

1. Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun 

keatas. 

2. Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 

3 sampai dengan 8 tahun. 

3. Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah 

sampai dengan 2 tahun. 

Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya 

mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana 

perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka 

waktu yang panjang. Namun pada kenyataanya, tujuan dan sasaran luas tersebut 

harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu 

kedalam beberapa rencana jangka pendek atau tahunan. (Trijono, 2007,50). 

Pemecahan rencana perspektif menjadi rencana tahunan dimaksudkan agar 

perencanaan yang dibuat lebih mudah untuk dievaluasi dan dapat diukur kinerjanya.  

Tujuan pokok rencana perspektif dan tahunan ini adalah untuk meletakan 

landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah-masalah yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan 

dalam jangka pendek.  
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Menurut Suharto Edi (2006,126) dalam bukunya yang berjudul Membangun 

Masyarakat memberdayakan Rakyat, pengertian daerah berbeda-beda tergantung 

aspek ditinjaunya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu: 

a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di 

daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat 

yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan 

perkapitanya, budayanya geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam 

pengertian seperti ini disebut daerah homogen. 

b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh 

satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal. 

c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu 

administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan 

sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi 

suatu Negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah 

administrasi. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah 

dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan bersama 

sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah 

beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-

sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya 

yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. 

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah 

dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan 
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mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. 

Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara 

maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia 

dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan 

dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah 

adalah: 

a. Meliputi seluruh aspek kehidupan 

b. Dilaksanakan secara terpadu 

c. Meningkatkan swadaya masyarakat 

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan 

jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan 

proyek-proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah 

mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui 

tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian 

pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbangan kewajiban antara 

pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program 

sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh 

Indonesia (Hikmat, 2001,64). 

Secara umum pembangunan desa berbentuk pembangunan fisik dan 

pembangunan non fisik atau mental spiritual. Pembangunan fisik dapat berupa 
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pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: jembatan, gorong-gorong, kebun 

percontohan, MCK, sarana ibadah, dan lain-ain. Sedangkan pembangunan non fisik 

berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, 

penyuluhan tentang hidup sehat dan lain-lain. 

2.3 Penelitian yang Relevan 

 

Hasil penelitian yang relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini 

pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Deibby K. A Pangkey dengan judul 

skripsi “ Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Taleti Satu 

Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa” yang diterbitkan pada tahun 2016. 

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Deibby K. A Pangkey menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil tersebut peran Kepala Desa dalam 

pembangunan di Desa Tateli Satu dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari 

pihak aparat pemerintahan desa termasuk Kepala desa beserta jajarannya yang 

bekerjasama dengan Kepala Jaga yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya, 

kepala desa berkewajiban mendampingi semua pembangunan secara fisik yang 

ditetapkan oleh hasil Musrembang di tingkat desa. Karena anggaran yang 

diperlukan untuk pembangunan desa, sebagian besar merupakan pemberian dari 

pemerintah kabupaten, peran kepala desa dalam pembangunan di desa Tateli Satu 

ditentukan oleh hal-hal yang menyangkut partisipasi masyarakat, kerjasama antar 

sesama perangkat, ketersediaan sarana dan prasarana desa, dan kualitas sumber 

daya aparat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa 

terhadap pembangunan pada desa. 
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Penelitian yang relevan kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Marsidi 

dengan judul penelitian yaitu ”Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten 

Bengkulu Tengah” yang diterbitkan pada tahun 2017. Penelitian skripsi yang 

dilakukan oleh Marsidi menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari 

hasil tersebut pembangunan yang dilakukan oleh Aparatur Desa bisa dikatakan 

telah memuaskan warga Desa Pekik Nyaring karena adanya dukungan dari 

masyarakat. Serta bagaimana Kepala Desa menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakat dan lainnya yang menjadi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. 

Kerjasama antara aparatur pemerintah Desa Pekik Nyaring ini tergolong baik. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hubungan yang sangat harmonis antara sesama aparatur 

Desa, berupa keakraban yang terjadi antar sesama aparat, serta kepatuhan semua 

aparatur terhadap Kepala Desa. Kesemua ini mengindikasikan apabila terdapat 

salah seorang pegawai yang yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya 

di kantor Desa, maka pegawai lain bersedia menggantikan tugas tersebut sehingga 

pelayanan terhadap masyarakat terlaksana dengan maksimal demi perkembangan 

yang berarti pembangunan dapat didukung. Masih kurangnya sarana dan prasarana 

Kegiatan masyarakat berdemokratis dalam pembangunan dipengaruhi oleh 

ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan atau rapat akan 

berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatannya. Kurangnya fasilitas 

sarana dan prasarana sangat menghambat kinerja pemerintah demi 

terselenggaranya pembangunan. Sarana perhubungan yang kurang memadai ini 

masih dikeluhkan oleh pemerintah Desa seperti ada jalan yang rusak. Dari sini dapat 
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dilihat bahwa faktor fasilitas atau peralatan yang kurang memadai akan 

menghambat perkembangan pembangunan di Pekik Nyaring. Hasil analisis 

penelitian yang dilakukan dalam menggali informasi dari lokasi Desa Pekik 

Nyaring maka ditemukan bahwa partisipasi masyarakat yang baik ini terlihat 

dengan adanya berbagai perhatian dari masyarakat terhadap semua perkembangan 

yang ada di lingkup pemerintahan Pekik Nyaring, dan masyarakat sangat respon 

dan antusias dengan hal tersebut. Tentu saja hal ini sangat mendukung peranan 

kepala Desa dalam pembangunan. 

2.4 Alur Pikir 

 

Adapun menurut Nawawi (2001,40) kerangka teori disusun sebagai landasan 

berpikir yang menunjukan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan 

diteliti. Kerangka pikir dibuat guna memudahkan penulis dalam memahami karya 

tulis yang kemudian dapat digunakan untuk mempermudah dalam pemecahan 

masalah. Menurut Nawawi (2001,40) kerangka teori di susun sebagai landasan 

berpikir yang menunjukan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan 

diteliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Suharto (2006,32) yang 

mengemukakan tentang dimensi  peran kepemimpinan yaitu peran kepemimpinan 

sebagai suatu kebijakan yang baik serta bijaksana, peran kepemimpinan sebagai 

strategi yaitu untuk mendapatkan dukungan dari masayarakat (public support), 

peran kepemimpinan sebagai alat komunikasi yaitu sebagai alat untuk mendapatkan 

masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. 
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Teori ini peneliti pilih karena dimensi atau atribut yang terdapat didalam teori 

Suharto (2006,32) mengenai dimensi peran dan mewakili masalah-masalah yang 

terjadi di Kantor Desa Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang. 

Adapun peneliti menampilkan kerangka teori pada gambar 2.1 dengan tujuan 

agar maksud peneliti dapat lebih mudah dipahami. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Baru 

Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang 

 

Indikator suatu masalah : 

1. Peran Kepala Desa terhadap Pembangunan masih minim. 

2. Kepala Desa mendapatkan keluhan dari masyarakat 

terhadap pembangunan. 

3. Masyarakat mempertanyakan janji-janji dari Kepala Desa. 

  

Teori manajemen pemerintahan oleh Suharto (2006,32), 

mengemukakan indikator terhadap kepemimpinan, yaitu: 

1. Kepemimpinan sebagai suatu kebijakan. 

2. Kepemimpinan sebagai strategi 

3. Kepemimpinan sebagai alat komunikasi 

 

Output penelitian : Terdeskripsinya peran Kepala Desa dalam 

menanggapi serta mengatasi Pembangunan di Desa Baru  

Sumber : Peneliti, 2021 
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2.5  Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada serta fokus penelitian yang peneliti ambil, 

maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa terhadap suatu kebijakan dalam 

pembangunan? 

2. Bagaimana strategi Kepala Desa dalam mewujudkan pembangunan di 

Desa Baru? 

3. Bagaimana bentuk komunikasi Kepala Desa dan aparatur desa terhadap 

masyarakat desa? 

  

 

 


